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Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 29
Tahun 2001.



Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 256/KPTS-11/2000 Tahun
2001 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah
Propinsi Lampung.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Alih Fungsi
Lahan Dari Eks Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK)
± 145.125 Hektar Menjadi Kawasan Bukan HPK Dalam Rangka
Pemberian Hak Atas Tanah.

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung
Nomor 600-536 Tentang Pembentukan Panitia Ajudikasi Dalam Rangka
Pendaftaran Tanah Sistematik Pola Ajudikasi Swadaya Untuk Tanah Eks
Areal Kawasan HPK Di Propinsi Lampung.

Instruksi Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung
Nomor 600-1968 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran
Tanah Sistematik Pola Ajudikasi Swadaya Untuk Tanah Eks Areal
Kawasan HPK Tahun Anggaran 2004.


